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BUPATI PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN
BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab V Huruf T.l.h
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran

dan Pelaksanaan Belanja Daerah yang Melampaui Tahun
Anggaran;
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang

Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4749);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Keija (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



S. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5
Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021
Nomor 94, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Pesawaran Tahun 2021 Nomor 90);

6. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 110 Tahun 2022 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 Nomor 559);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN

DAN PELAKSANAAN BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN
ANGGARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan.
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Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesawaran.
Bupati adalah Bupati Pesawaran.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pesawaran.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD
Kabupaten Pesawaran adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan
Daerah Kabupaten Pesawaran yang dibahas dan disetujui bersama oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disebut BPKAD
adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesawaran.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur
perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan
Pemerintahan daerah.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD
adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna
anggaran/barang yang juga melaksanakan pengelolaan APBD.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang
karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan
pengelolaan keuangan daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah
Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut
dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang
bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas
Bendahara Umum Daerah.
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Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim
yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam
rangka penyusunan APBD.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan
fungsi PD yang dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang
diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran
dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang
sah.

Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat daerah selanjutnya disingkat
PPK- SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan
pada SKPD.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah
pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan
dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang
diberi wewenang oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan
yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan
oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan
untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan
daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada
bank yang ditetapkan.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan.

Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan
belanja daerah.

Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan
belanja daerah.

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu
periode anggaran.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD
adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau
dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD

yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai
dasar penyusunan rancangan APBD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD
adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat
DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja
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dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan
anggaran oleh pengguna anggaran.

Angga.ran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari
penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana
yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.

Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang
menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan
pembayaran atas pelaksanaan APBD.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah
dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen
yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas Beban
pengeluaran DPA SKPD.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.

Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses
dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen
sumber yang sama.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan
Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Perangkat daerah
yang dibiayai oleh APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai
dengan serah terima hasil pekerjaan.

Keadaan memaksa (force majeure/ overmacht) atau keadaan kahar, yang
selanjutnya disebut keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar
kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga
kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenubhi.

Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah
instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan
internal dilingkungan pemerintah.

BAB II
KRITERIA

Pasal 2

Tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja daerah yang melampaui
tahun anggaran dalam Peraturan Bupati ini adalah pelaksanaan
pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya
sesuai dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan dapat terjadi
akibat:

a. keterlambata pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan
100% pada tahun berkenaan.

b. perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan
peraturanperundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan
barang dan jasa.

c. keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang
dan jasa termasuk keadaan kahar (force majeure) sesuai peraturan
perundang-undangan.

d. kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat
tetap.



(3)

(3)

Keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100%

pada tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
disebabkan :

a. Keterlambatan administrasi pencairan oleh SKPD.

Dana di Kas Daerah per 31 Desember tidak mencukupi untuk melakukan

pembayaran atas pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran
berkenaan.

Pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun
berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

a. belanja kepada pihak ketiga/kontraktual dan atau swakelola.

b. belanja pegawai dan belanja transfer yang tertunda pembayarannya pada
tahun anggaran berkenaan.

BAB III
PENGANGGARAN

Pasal 3

Penganggaran belanja daerah yang melampaui tahun anggaran sebagaimana
dimaksud Pasal 2, dilakukan dengan tahapan:

a. SKPD dan SKPKD melakukan rekonsiliasi atas pembayaran belanja daerah
yang melampaui tahun anggaran;

b. Kepala SKPD menyampaikan usulan pembayaran belanja daerah yang
melampaui tahun anggaran kepada Bupati melalui TAPD;

c. TAPD mengajukan permohonan reviu kepada APIP terhadap dokumen
usulan SKPD atas pembayaran belanja daerah yang melampaui tahun
anggaran,;

d. APIP melakukan reviu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan

e. Hasil reviu APIP menjadi dasar Pemerintah Daerah untuk menganggarkan
dalam APBD.

Penganggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD sesuai dengan kode rekening
berkenaan.

Perubahan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dalam
Perubahan Penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk
selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD,
atau disampaikan dalam Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD apabila tidak ditetapkan perubahan APBD atau penetapan
perubahan APBD sudah dilakukan.

Pasal 4

Usulan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf b didasarkan pada dokumen
pendukung berupa :

(1)

Apabila keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan

100% pada tahun berkenaan, dokumen pendukung antara lain berupa :

a. berita acara serah terima pekerjaan atau pemeriksaan atas kemajuan fisik
pekerjaan.

b. Dberita acara hasil rekonsiliasi antara SKPD dan SKPKD.



(2) Apabila terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang
dan jasa, dokumen pendukung antara lain berupa:

a.

berita acara serah terima pekerjaan atau pemeriksaan atas kemajuan fisik
pekerjaan.

berita acara hasil rekonsiliasi antara SKPD dan SKPKD.

ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Apabila keterlambatan terjadi karena keadaan di luar kendali Pemerintah
Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (force
majeure), dokumen pendukung antara lain berupa :

a.

surat pernyataan Kepala SKPD yang menyatakan bahwa keterlambatan
penyelesaian terjadi bukan karena kelalaian penyedia barang/jasa
dan/atau pengguna barang dan jasa.

Keputusan Bupati tentang penetapan keadaan kahar (force majeure) sesuai
peraturan perundang-undangan.

berita acara serah terima pekerjaan atau pemeriksaan atas kemajuan fisik
pekerjaan.

berita acara hasil rekonsiliasi antara SKPD dan SKPKD.

ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4) Apabila terdapat kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, dokumen pendukung antara lain
berupa:

a.

ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap; dan/atau

dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berdampak pada timbulnya kewajiban pemerintah daerah
yang perlu diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 5

Penganggaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat menggunakan:

a.

Saldo sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun anggaran sebelumnya
yang belum digunakan;

Pergeseran anggaran belanja tidak terduga ke program dan kegiatan
berkenaan;

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya
serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau

Memanfaatkan kas yang tersedia, yaitu apabila terjadi pelampauan target
pendapatan daerah dari target yang telah ditetapkan dalam APBD tahun
berjalan.



BAB IV
PBLAKSANAAN

Pasal6

(1) Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran dapat dilakukan setelah DPA SKPD
mendapat persetujuan Sekretaris Daerah dan pengesahan oleh Kepala SKPKD
selaku PPKD.

(2) Kepala SKPD bertanggungjawab atas penyelesaian pekerjaan/pembayaran atas
kewajiban pemerintah daerah yang menjadi kewenangan SKPD yang
dikelolanya.

BAB V
PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal to—iebruari 2023

Diundangkan di Gedong Tataan
pada tanggal 10 Februari 202»

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN

BERITA DAERAH



